
WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWF.SI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR ? TAHUN 2021

TENTAI|G

TATA CARA PEMBAGIAN DAIY PEI{Ef,AFAIT RII{CIAIY DANA DESA

SETIAF DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHI'IT AN(X}ARAIT 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 19

Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor

222 Tahun 2O2O tentaerrg Pengelolaan Dana

Desa, tata cara pembagian dan penetapan

rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan

dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan

Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kota Kotamobagu Tahun

Anggaran 2021.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi

Sulawesi Utara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4680);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

{.



Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Vints Disease 2Ol9 (COVID-l9)

dan/atau dalam rangka Menghadapi

Ancamanyang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

menjadiUndang-Undang (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

134, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undalg-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana

telah diubah beberapa. kali teratrrtrir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2019

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang .f



Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020

tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2021. (Beita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

266],;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun

20 18 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 611 );
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun

2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2O2l (Beita. Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1035);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

222/PMK.O7 / 2020 tentang Pengelolaan Dana

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1641);

11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6

Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan
..1.



Menetapkan

Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun

Anggaran 2O2l (lembaran Daerah Kota

Kotamobagu Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 34

Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa

Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa Di Kota Kotamobagu

(Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019

Nomor 34);

13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 50

Tahun 2O2O tenlang Pedoman Teknis Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2l (Berita

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2O2O

Nomor 50);

14. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 56

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2O2l (Berita

Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020 Nomor

s6).

MEMUTUSKAN

PERATI'RAI{ WALIKOTA KOTAIUOBAGU
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PEITEf,APAT RIITCIAI{ DAI|A DESA SEf,IAP
DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN
AN(X}ARAN 2021.

BAB I
TEf,ENTUAIT I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud

dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum I



yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

4. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelalsanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung

berdasarkan presentase tertentu dari

anggaran Dana Desa yang dibagi secara

merata kepada setiap Desa berdasarkan

klaster jumlah penduduk.

6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan

kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat

Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi.

7. Alokasi Kineq'a adalah alokasi yang diberikan

kepada Desa yang memiliki hasil penilaian

kine{a terbaik

8. Alokasi Formula adalah alokasi yang di hitung

berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa,

angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa

dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap

Daerah.

9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang

selanjutnya disebut IKG adalah angka yang

mencerminkan tingkat kesulitan geografis {,



suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan

pelayanan dasar, kondisi infrastrukur,

transportasi dan komunikasi.

10. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya

disebut IDM adalah Indeks Komposit yang

dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial,

Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks

Ketahanan Ekologi Desa.

11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

yang selanjutnya disebut KPPN adalah

instansi vertikal Direktorat Jenderal

Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari

Bendahara Umum Negara untuk

melaksanakan sebagain fungsi Kuasa

Bendahara Umum Negara.

12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya

disebut RKUN adalah rekening tempat

penyimpanan uang Negara yang ditentukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan Negara dan membayar seluruh

pengeluaran negara pada bank sentral.

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disebut RKUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Walikota untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh

pengeluaran daerah pada bank yang

ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut

RKD adalah rekening tempat menyimpan uang

pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Desa pada

bank yang ditetapkan.

15. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara {



Pemerintahan Desa.

16. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang

mempunyai wewenang, tugas dan kewqjiban

untuk menyelenggarakan rumah tangga

Desanya dan melaksanakan tugas dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

18. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disingkat APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan

Desa.

19. Pendapatan AsIi Desa, yang selanjutnya

disingkat PADesa, adalah Pendapatan Asli

Desa merupakan pendapatan yang berasal

dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan skala lokal Desa yang

terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya

dan partisipasi, gotong royong, dan lain-

lain pendapatan asli Desa.

20. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang

disebabkan oleh faktor non alam yaitu Corona

Vinrs Disea.se 2O19 (COVID- 19).

21. Bantuan Langsung Tunai Desa atau

disingkat BLT Desa adalah pemberian uang

tunai kepada keluarga miskin atau tidak

mErmpu di Desa yang bersumber dari Dana

Desa untuk mengurangi dampak ekonomi

akibat adanya pandemi Corona Virus Di.sease

2O1e (COVTD-19).

22. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa,

khususnya yang miskin dan marginal,

yang bersifat produkdf dengan mengutamakan

pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan

teknologi lokal untuk memberikan tambahan fr



upah/pendapatan, mengurangi

kemiskinan,dan meningkatkan kesejahteraan

rakyat.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Walikota

ini meliputi :

a. jumlah Desa;

b. penetapan rincian Dana Desa;

c. tata cara penghitungan dan pembagian Dana

Desa ke setiap Desa;

d. mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana

Desa;

e. prioritas penggunaan Dana Desa;

f. pen5,'usunan dan penyampaian laporan

realisasi penggunaan Dana Desa;

g. pemantauan dan evaluasi; dan

h. sanksi.

Pasal 3

(1) Desa yang ada di Kota Kotamobagu yakni

bery'umlah 15 (lima belas) Desa.

(2) Adapun Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) adalah sebagai berikut:
a. Desa Bilalang Satu Kecamatan

Kotamobagu Utara;

b. Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu

Utara;

c. Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu

Utara;

d. Desa Sia Kecamatan Kotamobagu Utara;

e. Desa Pontodon Timur Kecamatan

Kotamobagu Utara;

f. Desa Moyag Kecamatan Kotamobagu

Timur; {'

BAB II
.,TIMLAII DESA



g. Desa Kobo Kecil Kecamatan Kotamobagu

Timur;

h. Desa Moyag Tampoan Kecamatan

Kotamobagu Timur;

i. Desa Moyag Todulan Kecamatan

Kotamobagu Timur;

j. Desa Poyowa Besar Satu Kecamatan

Kotamobagu Selatan;

k. Desa Poyowa Besar Dua Kecamatan

Kotamobagu Selatan;

l. Desa Tabang Kecamatan Kotamobagu

Selatan;

m. Desa Bungko Kecamatan Kotamobagu

Selatan;

n. Desa Kopandakan Satu Kecamatan

Kotamobagu Selatan; dan

o. Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu

Selatan.

BAB III
PEITEIAPAN RINCIAIY DAITA DESA

Pasal 4

(1) Rincian Dana Desa di Kota Kotamobagu

dialokasikan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Kinerja; dan

c. Alokasi Formula.

(2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 657o

(enam puluh lima persen) dari anggaran Dana

Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa

berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(3) Pagu Alokasi Kine{a sebagaimana dimaksud

pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dihitung sebesar

3%o (nga persen) dari anggaran Dana Desa $



dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

(4) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang

dipilih sebanyak lOo/o (sepuluh persen) dari
jumlah Desa nasional yang memiliki hasil
penilaian kine{a terbaik.

(5) Penilaian kinerja terbaik s6fagaimana

dimaksud pada ayat (41, berdasarkan

indikator penilaian :

a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak
menerima Alokasi Afirmasi; dan

b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel :

1. Pengelolaan keuangan Desa dengan

bobot 2Oo/o (dua puluh persen);

2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot

2Oo/o (dtta puluh persen);

3. Capaian keluaran Dana Desa dengan

bobot 25%o (dua puluh lima persen);

dan

4. Capaian hasil pembangunan Desa

dengan bobot 357o (tiga puluh lima
persen).

(6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3170

(tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana

Desa dibagi berdasarkan indikator :

a. jumlah penduduk dengan bobot lOo/"

(sepuluh persen);

b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 407o

(empat puluh persen);

c. luas wilayah Desa dengan bobot 207o (dua

puluh persen); dan

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot

307o (tiga puluh persen). "h



Pasal 5

(1) Data jumlah Desa sebagaimana dimaksud

pada Pasal (3) ayat 2 bersumber dari

Kementerian Dalam Negeri.

(2) Data jumlah penduduk sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf a

bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.

(3) Angka kemiskinan Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf b

menggunakan data jumlah penduduk miskin

Desa bersumber dari Kementerian Sosial

dan/atau Badan Pusat Statistik.

(4) Data luas wilayah Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) huruf c

bersumber dari Badan Pusat Sta.tistik.

(5) Tingkat kesulitan geogralis Desa

sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat

(6) huruf d menggunakan IKK Daerah

bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah,

dihitung dengan menggunakan rumus :

DD daerah = AD daerah + AA daerah + AK

daerah + AF daerah

Keterangan

DD daerah

AD daerah

AA daerah

AK daerah

AF daerah

Dana Desa setiap daerah.

Alokasi Dasar setiap daerah.

Alokasi Afirmasi setiap daerah.

Alokasi Kinerja setiap daerah.

Alokasi Formula setiap daerah.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Desa ditentukan

berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan

ketentuan :

{



\-

\-

a. Rp.481.573.000 (empat ratus delapan puluh

satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu

rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk

sampai dengan 100 (seratus)jiwa;

b. Rp.561.574.000 (lima ratus enam puluh satu
juta lima ratus tujuh puluh empat ribu

rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk

101 (seratus satu) sampai dengan 1.000

(seribu)jiwa;

c. Rp.641.574.000 (enam ratus empat puluh

satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk

1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima

ribu)jiwa;

d. Rp.721.575.000 (tujuh ratus dua puluh satu
juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

bagr Desa dengan jumlah penduduk 5.001

(lima ribu satu) sampai dengan 10.000

(sepuluh ribu) jiwa; dan

e. Rp.801.576.000 (delapan ratus satu juta lima

ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagr

Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000

(sepuluh ribu)jiwa.

Pasal 8

Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan

menggunakan rumus :

AA Desa = (0,01 x DD) / (2XDST) + (IXDT)

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa.

DD = pagu Dana Desa nasional.

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin

tinggr.

DT = jumlah Desa tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin

tinggi. {.



Pasal 9

(1) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah

ditentukan berdasarkan kriteria utama dan

kriteria kinerja.

(2) Kriteria uta-ma sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan Desa yang tidak menerima

Alokasi Afirmasi.

(3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 berdasarkan urutan Desa yang

mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung
dengan menggunakan rumus :

Skor kinerja = (O,2O X Yl) + (0,20 X Y2) +

(0,25XY3)+(0,35XY4)

Keterangan :

Skor Kineq'a = skor kinerja setiap Desa

Yl = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan

Desa.

(4) Alokasi Kinerl'a setiap Desa dihitung dengan

menggunakan rumus :

AK Desa = (0,03XDD) I p,l X Jumlah

Desa)

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja Setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Daerah dihitung
dengan menggunalan nlmus :

AF daerah = (0,10 X Y1) + (0,40 X Y2) + (0,20 X

Y3) + (0,30 XY4) X (0,31 x DD)

Keterangan :

AF daerah = Alokasi Formula setiap daerah.
{,



Y1

Y2

Y3

Y4

= rasio jumlah penduduk Desa setiap

daerah terhadap total penduduk

Desa nasional.

= rasio angka kemiskinan Desa

fiumlah penduduk miskin Desa)

setiap daerah terhadap total

penduduk miskin Desa nasional.

= rasio luas wilayah Desa setiap

Daerah terhadap total luas wilayah

Desa nasional.

= rasio IKK daerah terhadap total IKK

Daerah yang memiliki Desa.

BAB TV

TATA CIIRA PEI{GIIITUIYGAIT DAN PEMBAGIATT
DANA DFSA KT SETIAP DESA

Pasal 11

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2O21, dialokasikan

secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi Dasar setiap Desa;

b. alokasi Afirmasi setiap Desa;

c. alokasi Kine{a setiap Desa; dan

d. alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 12

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan

berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 13

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan

kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
{



Pasal 14

Besaran Alokasi Kineq'a sebagaimana dimaksud

pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada Desa

dengan penilaian kine{a terbaik sebagaimana

dimaksud pada Pasal 4 ayat(61.

Pasal 15

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa dihitung

dengan bobot dan data penghitungan :

a. lOo/o (sepuluh persen) untuk jumlah

penduduk;

b. 4Oo/o (empat puluh persen) untuk angka

kemiskinan;

c. 2U/o (dua puluh persen) untuk luas wilayah;

d. 3oo/o (tiga puluh persen) untuk tingkat

kesulitan geografis.

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan menggunakan rumus :

AF Desa = (0,10 XZI) + (O,4OXZ2l +

(0,20xz,3)+(o,3oxz4lx
AF daerah

Keterangan :

AF Desa

zl

22

23

24

AF daerah =

Alokasi Formula setiap Desa

rasio jumlah penduduk setiap

Desa terhadap total penduduk

Desa Daerah.

rasio jumlah penduduk miskin

setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa Daerah.

rasio luas *ilayah setiap Desa

terhadap total luas wilayah Desa

Daerah.

rasio IKG setiap Desa terhadap

IKG Desa Daerah.

Alokasi Formula setiap Daerah.
{



(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan

geografis Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2l., masing-masing ditunjukan oleh

jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

Pasal 16

Kertas kerja penghitungan Dana Desa dan

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa

di Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2O2l

sebagaimana tercantum dalam l,ampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEITYALT'RAI{

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD

melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan

Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa di Kota Kotamobagu

dan penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat

kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari

Walikota.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam 3

(tiga) tahap dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar 407" (empat puluh persen)

dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan

nnclan :

4O%o (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

1

"[

Pasal 17



b

bulan kesatu sampai dengan bulan

kelima palin cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan kesatu sampai dengan bulan

kelima paling cepat bulan Januari

untuk bulan kesatu dan paling cepat

masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan kedua sampai dengan bulan

kelima;

tahap II sebesar 4Oo/o (empal puluh persen)

dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan

nnclan :

l. 40 yo (empat puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan keenam sampai dengan bulan

kesepuluh paling cepat bulan

Maret;dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan keenam sampai bulan kesepuluh

paling cepat bulan Juni untuk bulan

keenam dan paling cepat masing-

masing bulan berkenaan untuk bulan

ketujuh sampai dengan bulan

kesepuluh; dan

tahap III sebesar 2Oo/o (dua puluh persen)

dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan

rincian:

l. 2Oo/o (dua puluh persen) dari pagu

Dana Desa setiap Desa dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan kesebelas sampai dengan bulan

kedua belas paling cepat bulan

Juni;dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa

bulan kesebelas sampai dengan bulan

c
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kedua belas paling cepat bulan

November untuk bulan kesebelas dan

paling cepat akhir bulan November

bulan kedua belas.

Pasal 18

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanalan setelah

KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan

Dana Desa menerima dokumen persyaratan

penyaluran dari Walikota secara lengkap dan

benar, dengan ketentuan :

a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a angka 1

berupa :

1. Peraturan Walikota mengenai tata cara

pembagian dan penetapan rincian

Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APB Desa;

dan

3. surat kuasa pemindahbukuan Dana

Desa;

b. tahap II sebesar sebesar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b

angka 1 berupa :

l. laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;

2. I.aporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahap I

menunjukan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar 5070

(lima puluh persen) dan rata-rata

capaian keluaran menunjukan paling

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap I yang

telah disalurkan;
1I



3. Peraturan Sangadi mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat

BLT Desa atau peraturan Sangadi

mengenai penetapan tidak terdapat

keluarga penerima manfaat BLT

Desa;dan

4. Berita acara konfirmasi dan

rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

di RKUD antara Pemerintah Daerah

dan kepala KPPN yang berasal dari:

a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran

2015 sampai Tahun Anggaran 2018

yang disetor oleh Sangadi ke RKUD;

dan

b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun

Anggaran 2Ol5 sampai Tahun

Anggaran 2019.

c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c angka 1

berupa:

l. Laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan tahap II menunjukan rata-rata

realisasi penyerapan paling sedikit

sebesar 90% (Sembilan puluh persen)

dan rata-rata capaian keluaran

menunjukan paling sedikit sebesar

75% (tujuh puluh lima persen) dari

Dana Desa tahap II yang telah

disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan

shtnting tingkat Desa tahun anggaran

sebelumnya.

(2) Dafam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa

Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan)

bulan, selain persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran
{



Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021

juga ditambahkan dokumen persyaratan

berupa peraturan Sangadi mengenai tidak

terdapat calon keluarga penerima manfaat

BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau

tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(3) Dalam hal Walikota melakukan perubahan

peraturan Walikota mengenai tatz cara

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa

setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf c, juga

ditambahkan dokumen persyaratan berupa

peraturan Walikota mengenai perubahan tata

cara pembagian dan penetapan rincian Dana

Desa setiap Desa.

(a) Walikota bertanggunglawab untuk
menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan

wajib disampaikan pada saat penyampaian

dokumen persyaratan penyaluran tahap I

pertama kali.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c
angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata

persentase capaian keluaran dari seluruh

kegiatan setiap Desa.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) huruf b angka 2 dan huruf c
angka 1, dilakukan sesuai dengan table

referensi data bidang, kegiatan, uraian

keluaran, volume keluaran, satuan keluaran,

dan capaian keluaran.

(fl Dafam hal tabel referensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi
(



kebutuhan input data, Walikota

menyampaikan permintaan perubahan table

referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi

Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan

pemutakhiran.

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (71 mengacu pada

peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian

Dalam Negeri.

(9) Dokumen persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

disampaikan dengan surat pengantar yang

ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota

atau pejabat yang ditunjuk.

(l0)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dalam bentuk dokumen digital

(soficopg) atau dokumen frsik (hardcopgl.

(11)Dokumen digital (soficopg) sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan

melalui aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM

SPAN).

Pasal 19

(1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT

Desa bulan kesatu sampai bulan kelima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(4) huruf a angka 2, disalurkan dengan

ketentuan :

a. memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf
dan melakukan perekaman jumlah

keluarga penerima manfaat setiap bulan

yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan

untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT

Desa setiap bulan; dan
$



b. Dana Desa untuk bulan kedua sampai

dengan bulan kelima untuk masing-

masing bulan disalurkan setelah Walikota

melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan

sebelumnya.

(2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam

sampai dengan bulan kesepuluh masing-

masing bulan disalurkan setelah Walikota

melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan

sebelumnya.

(3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (41 huruf c angka 2 untuk bulan

kesebelas sampai bulan kedua belas masing-

masing bulan disalurkan setelah Walikota

melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan

sebelumnya.

(4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui

aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM

SPAN).

(5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat bulan kedua belas

dilakukan paling lambat tanegal 3l Desember.

(6) Jumlah keluarga penerima manfaat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan jumlah yang diperoleh dari

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya {



atau hasil pendataan jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

(7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima

manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan

dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan

Dana Desa untuk BLT Desa.

(8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan

Sangadi mengenai penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b
angka 3, Walikota menyampaikan perubahan

peraturan Sangadi dimaksud melalui aplikasi

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat 31

Desember.

(9) Dafam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT

Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai

bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai ayat (3) untuk bulan kesatu sampai

dengan bulan yang belum disalurkan dapat

dilakukan setelah melakukan perekaman

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Desa bulan sebelumnya.

(10)Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat

yang telah direalisasikan lebih besar atau

lebih kecil dari jumlah keluarga penerima

manfaat yang telah direkam pada bulan

kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan

kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap

disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa

setiap bulan.

(ll)Walikota bertanggungiawab atas kebenaran

perekaman data realisasi jumlah keluarga

penerima manfaat BLT Desa sebagaimana {,



dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat

(3), dan ayat (5).

Pasal 2O

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Sangadi

menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Walikota, secara lengkap

dan benar dengan ketentuan :

a. tahap I, berupa peraturan Desa mengenai

APB Desa;

b. tahap II berupa:

1. la"poran realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahap I

menunjukan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar

50o/o (lima puluh persen) dan rata-rata

capaian keluaran menunjukan paling

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap I yang

telah disalurkan;

3. Peraturan Sangadi mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat

BLT Desa atau Peraturan Sangadi

mengenai penetapan tidak terdapat

keluarga penerima manfaat BLT Desa;

dan

4. Berita Acara konfirmasi dan

rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2018 di RKD antara

Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Desa; dan +



c. tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa sampai

dengan tahap II menunjukan rata-rata

realisasi penyerapan paling sedikit

sebesar 90% (Sembilan puluh persen)

Dan rata-rata capaian keluaran

menunjukan paling sedikit sebesar

75% (tujuh puluh lima persen) dari

Dana Desa tahap II yang telah

disalurkan; dan

2. l,aporan konvergensi pencegahan

sfunting tingkat Desa tahun anggaran

sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Sangadi

menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Walikota secara lengkap

dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai

APB Desa; dan

b. tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahun

zrnggaran sebelumnya;

2. l-aporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa tahap I

menunjukan rata-rata realisasi

penyerapan paling sedikit sebesar

50olo (lima puluh persen) dan rata-rata

capaian keluaran menunjukan paling

sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima

persen) dari Dana Desa tahap I yang

telah disalurkan;

"{.,



3. Laporan konvergensi pencegahan

Stunting tingkat Desa tahun anggaran

sebelumnya;

4. Peraturan Sangadi mengenai

penetapan keluarga penerima manfaat

BLT Desa atau Peraturan Sangadi

mengenai penetapan tidak terdapat

keluarga penerima manfaat BLT Desa;

dan

5. Berita Acara konfirmasi dan

rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa

Tahun Anggaran 2015 sampai dengan

Tahun Anggaran 2018 di RKD antara

Pemerintah Daerah dengan

Pemerintah Desa.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa

Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan)

bulan, selain persyaratan penyaluran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II
Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen

persyaratan berupa Peraturan Sangadi

mengenai tidak terdapat calon keluarga

penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi

kriteria dan/ atau tida-k tersedia cukup
€rnggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c
angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2

dihitung berdasarkan rata-rata presentase

capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap

Desa.

(5) Penyusunan laporan realisasi dan capaian

keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b ang]<a 2 dan huruf c angka 1, serta
{,



ayat (21 huruf b angka 2 dilakukan sesuai

dengan tabel referensi data bidang, kegiatan,

sifat kegiatan, uraian keluaran, volume

keluaran, cara pengadaan, dan capaian

keluaran.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi

kebutuhan input data, Sangadi

menyampaikan permintaan perubahan tabel

referensi kepada Walikota untuk dilakukan
pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) mengacu pada

ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian

Dalam Negeri.

Pasal 21

(l) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I

untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu

sampai dengan bulan kelima, Sangadi

memenuhi ketentuan :

a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf a dan

menyampaikan data jumlah keluarga

penerima manfaat setiap bulan yang

berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa

bulan kesatu kepada Walikota;

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kelima masing-

masing bulan disalurkan setelah Sangadi

menyampaikan data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan

sebelumnya kepada Walikota.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT

Desa bulan keenam sampai dengan bulan

kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam {



Pasal 19 ayat (21 masing-masing bulan

disalurkan setelah Sangadi menyampaikan

data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT

Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan

kedua belas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (3) masing-masing bulan

disalurkan setelah Sangadi menyampaikan

data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat bulan sebelumnya kepada Walikota.

(4) Sangadi menyampaikan data realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan kedua belas

kepada Walikota paling lambat minggu ketiga

bulan Desember.

(5) Jumlah keluarga penerima manfaat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan jumlah yang diperoleh dari

realisasi jumlah keluarga penerima manfaat

BLT Desa tahun berkenaan.

(6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan

Sangadi mengenai penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf b
angka 3, Sangadi menyampaikan perubahan

Peraturan Sangadi dimaksud kepada Walikota

paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

(7) Sangadi bertanggungjawab atas kebenaran

data realisasi jumlah keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 22

(1) Dafam hal Walikota tidak menyampaikan

dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) dan tidak melakukan perekaman realisasi {



jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) dan tidak melakukan perekaman realisasi

jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

sampai dengan berakhirnya tahun anggaran,

Dana Desa tidal disalurkan dan sisa Dana

Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan

kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

Pemotongan Dana Desa oleh Daerah dilaksanakan

dengan menggunakan SPP dan SPM dan

dicatat dengan menggunakan akun penerimaan

nonarnggaran.

Pasd24

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan

dana hasil pemotongan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melalui

penerbitan SPP.

(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2l., Pejabat Penandatanganan Surat

Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk

penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

ke RKD.

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D
{



untuk penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa ke RKD.

(5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3)

dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan

penerbitan SPP dan SPM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23.

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4],, Sangadi

menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan

penyaluran Dana Desa di RKD kepada

Walikota.

(7) Kepala KPPN menyampaikan da-ftar rincian

SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan

Dana Desa kepada Walikota ke RKD melalui

aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM

SPAN).

(8) Tata cara penerbitan SPP, SPM dan SP2D

sebagaimana dimalsud pada ayat (2), ayat (3),

dan ayat (a) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEITATAUSAHAAI{, PERTANGGUI{G.'AWABAN

DA.IT PELAPORAIT TIITGITAT PEMERINTAII
DATRAH

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana

Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan

Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan,

pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana

Desa, Pemerintah Daerah melakukan

pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4,



(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran

Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat(71.

(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D

Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah

Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil

pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online

Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayal (71.

Pasal 26

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya

untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan

sektor prioritas di Desa

(2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial,

Padat Karya T\rnai, Pemberdayaan usaha

mikro kecil dan menengah, sektor usaha

pertanian, dan pengembangan potensi Desa

melalui Badan Usaha Milik Desa.

(3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan

Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya

pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan

pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas

kesehatan.

(a) Jaring pengaman sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa

.1,

BAB VII
PEITGGUNAAN DANA DESA



menjadi prioritas utama dalam penggunaan

Dana Desa.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan

dalam rangka menanggulangi dampak

pandemi Corona Virus Disease 2OL9 (COVID-

le).

(6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Peraturan Walikota mengenai prioritas

penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 27

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan

melaksanakan BLT Desa sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 26 ayat(41.

(2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan kepada keluarga penerima

manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. keluarga miskin atau tidak mampu

berdomisili di Desa bersangkutan; dan

b. tidak termasuk penerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako,

Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai,

dan program bantuan sosial Pemerintah

lainnya.

(3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan

untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(4) Rincian keluarga penerima manfaat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan

dengan peraturan Sangadi.

(5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
h



mempertimbangkan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian

Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimal<sud

pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000

(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama

sampai dengan bulan kedua belas per

keluarga penerima manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua

belas) bulan mulai bulan Januari.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih besar

dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a,

pembayaran atau selisih kekurangan BLT

Desa bulan berikutnya menggunakan Dana

Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap

bulan.

(9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil

dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2l ayat (1) huruf a,

selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa

diarahkan penggunaannya untuk kegiatan

pemulihan ekonomi lainnya di Desa.

(10)Dafam hd tidak terdapat keluarga penerima

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sangadi menetapkan Peraturan

Sangadi mengenai tidak terdapat keluarga

penerima manfaat BLT Desa.

(1l)Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme

pendataan, penetapan keluarga penerima

manfaat BLT Desa dan pelaksanaan

pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan {



Peraturan Walikota mengenai prioritas

penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

BAB VIII
PEMANTAUAIT DAIT E\IALUASI

Pasal 28

(1) Walikota melakukan pemantauan dan

evaluasi atas :

a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau

b. capaian keluaran Dana Desa.

(2) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi

atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

meminta penjelasan kepada Sangadi mengenai

sisa Dana Desa di RKD.

(3) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi

atas capaian keluaran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dengan melakukan pengecekan atas

kewajaran data dalam laporan capaian

keluaran yang akan direkam dalam aplikasi

Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan

Anggaran Negara (OM SPAN).

(a) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan

Dana Desa, Walikota dapat meminta Aparat

Pengawas Intemal Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

BAB IX
SANI(SI

Pasal 29

(1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat melakukan

penghentian penyaluran Dana Desa tahun

anggaran be{alan dan/atau tahun anggaran

berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan

Desa, berupa :

-

{



a. Sangadi melakukan penyalahgunaan

Dana Desa dan ditetapkan sebagai

tersangka; dan

b. Desa mengalami permasalahan

administrasi dan/atau ketida$elasan

status hukum.

(2) Walikota melakukan pemantauan atas proses

perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa

yang melibatkan Sangadi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufa.
(3) Datam hal Sangadi telah ditetapkan sebagai

tersangka, Walikota menyampaikan surat
permohonan penghentian penyaluran Dana

Desa kepada Kementerian Keuangan c.q.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan dapat

melakukan penghentian penyaluran Dana

Desa, berdasarkan :

a. surat permohonan dari Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

atau

b. surat rekomendasi dari

kementerian/lembaga terkait atas

permasalahan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) huruf b.

(5) Penghentian penyaluran Dana Desa

berdasarkan surat permohonan dari Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
atau surat rekomendasi dari

kementerian / lembaga terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan

mulai penyaluran Dana Desa tahap

berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Penghentian penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan melalui surat Direktur Jenderal
'1,



Perimbangan Keuangan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan

Walikota atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 30

(1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

(2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(a) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran

Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya

setelah periode penghentian penyaluran Dana

Desa.

(3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah

Menteri Keuangan menerima surat

permohonan pencabutalr penghentian

penyaluran Dana Desa dari Walikota paling

lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran

bery'alan.

(4) Surat permohonan pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah

terdapat pencabutan status hukum tersangka,

pemulihan status hukum tersangka, dan/ atau

putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

(5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana

fss4 sslegeimana dimaksud dalam Pasal 29

ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri

Keuangan c.q. Direktorat Jendera-l

Perimbangan Keuangan menerima surat

rekomendasi pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa dari

Kementerian/lembega terkait paling lambat

tanggal 3O Juni tahun anggaran berjalan.
[.



(6) Dafam hal surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) atau surat

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun

anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan

untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang

Dana Desa untuk Desa tersebut telah

dialokasikan.

(7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

berdasarkan surat permohonan dari Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau

surat rekomendasi dari kementerian/lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

menerbitkan surat pencabutan penghentian

penyaluran Dana Desa dan disampaikan

kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan

dengan tembusan Walikota atau

kementerian / lembaga terkait.

Pasal 3 1

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak

melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan)

bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan

sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 5O7o

(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran

2021.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap

tahapan.

(3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

musyawarah Desa khusus/musyawarah

insidentil tidak terdapat calon keluarga {



penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi

kriteria dan/atau tidak tersedia cukup

anggaran setiap bulannya.

(4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam

Peraturan Sangadi yang diketahui oleh

Pemerintah Daerah atau pejabat yang

ditunjuk.

(5) Walikota menandai Desa yang akan dikenakan

sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa

dalam aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara

(oM SPAN).

Pasal 32

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak
melaksanalan BLT Desa selama 12 (dua belas)

bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan

sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 507o

(lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran

2022.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil

musyawarah Desa khusus/musyawarah

insidentil tidak terdapat calon keluarga

penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi

kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam

Peraturan Sangadi yang diketahui oleh

Pemerintah Daerah atau pejabat yang

ditunjuk. +

I



(4) Peraturan Sangadi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disampaikan oleh Walikota

kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

melalui aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM

SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana

Desa tahap II pada Tahun Ar.ggararr 2022.

BA.B X
KETTNTUAN L,IUil-LAIN

Pasal 33

(1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun

Anggaran 2Ol5 sampai dengan Tahun

Anggaran 2018 antara Walikota dengan

Sangadi dilakukan paling lambat tanggal 16

Apnl 2O2l dan dituangkan dalam Berita Acara

Rekonsiliasi.

(2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data

sslagaimana dimaksud pada ayat (l), Sangadi

menyetorkan sisa Dana di RKUD paling

lambat tanggal 30 April 2021.

(3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun

Anggaran 2OLS sampai dengan Tahun

Anggaran 2Ol9 antara Walikota dengan KPA

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan

Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28

Mei 2O2l dan dituangkan dalam Berita Acara

Rekonsitasi.

(4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data

sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Walikota menyetorkan sisa dana ke RKUN

paling lambat tanggal 31 Mei 202 I .
{,

Pasal 34

Ketentuan mengenai :

a. format daftar RKD;



b. format laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa;

c. format surat kuasa pemindahbukuan Dana

Desa;

d. format laporan konvergensi pencegahan

stunting tahun anggaran sebelumnya;

e. format surat pengantar penyampaian

dokumen persyaratan;

f. format lembar konfirmasi penerimaan

penyaluran Dana Desa di RKD;dan

g. format berita acara konlirmasi dan

rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD dan

RKUD.

tercantum dalam lampiran II yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

1n1

BAB XI
KEf,ENTUAIY PEI|UTT'P

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun

2O2O tentang Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kota Kotamobagu Tahun 2Ol9 Nomor 3)

sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 52

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 3 Tahun

2O2O tentang Tata Cara Pembagian Dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kota

Kotamobagu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 52), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

"{'t

Pasal 35
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Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

menempatka.nnya dalam Berita Daerah Kota

Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal b fotnuqlt" 2O2t
WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 6 t"nrqc; 2021

SEKRETARIS DAERAII KOTA KOTAMOBAGU

t I\-

SANDE DODO

BERTTA DAERATT KoTA KoTAMoBAGU TATTUN 2o2t NoMoR 7

lto PEITGELOLA PARAF

1
Sekretaris
Daerah E

2 Asisten
Pemerintahan
dan Kesra

fi
3 Kepala

Bagian Hukum d.,
4 Kepala BPKD tu

5
Plt. Kepala
Dinas PMD I t

,)
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR I ? TAHUN2O21
TANGGAL Tf,5.rnqt; 2o2t
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ENGCARAN 2O2T

1. Kertar KerJa Penghitungaa Dara Desa Setlap Desa Dl Kota Kotanobagu Tahun Aaggaraa 2O2l

Ib.6rl ILdtdkm HI
JN

*s
xtffi,.

k rm?r. R-hq

ffi
Mh&16
16rdiai
ery*

aob4

t Xotamobagu UtaE EllalanS S.tu 3 641,574,000 MA]U 3 5l 51.269253 14 2,541 0.07031 0.007030991 46 0.0626703 o.0250681 3 0.056255 0.0112509 30 o.07288913 0.021867 0.065217 865,864,000 1,507,434,000

2 XotamobaSu UtaE Bllalang Dua 3 641,574,000 MAIU 4 55 s4.953583 I 288,r53,000 2,4O4 0.06663 0,005652977 69 0.094{o545 0.0376022 t o.o21465 0.0042931 35 o.08618854 0.025857 0.074415 987,984,000 1,917,711,O@

3 Xobmobatu uara Pohtodon 3 641,574,000 MAIU 7 53 53.237289 8 2,126 0.o58a27 0.005882678 26 0.03542234 0.0141689 4 0.080418 o.0160836 34 0.0E425037 o.075275 0.06141 8r5,327,0@ 1,455,901,000

4 l(damoba8u Utara SIa 2 561,574.000 1 51 51.441028 13 312 0.008633 0.0fi)86330!) 7 o.m53574 0.0038147 1 0.03094 o.006184 0.07103t79 o.02131 o.032176 427,185.@O 988,7e,O00

5 (damobar! t taE Pontodon Timur 2 561,574,00O 2 5l 50.52177t 15 412 o.024128 0.002412839 30 0.o4087193 o.0163484 2 0.o52817 0.0105634 29 0.07106963 0.021321 0.050646 672,41L,W 1,233.985,000

6 l(damobagu Timur Moyag 3 64t,574,000 MAU 5 54 54.013906 3 2,382 0.06591 0.005s91035 92 0.1253406 0.0501362 6 0.128645 0.0257291 32 0.07842216 0.023527 0.105983 r,4o7,r06,000 2,04t,680,(xx)

? l(otamobaSu Tlmur (obo XEll 3 641,574,00O 5 53 53.289216 7 3,037 0.084034 0.008403431 105 0.14305177 o.o572207 3 0.o57735 0.011547 33 0.08101595 0.024305 0,101475 1,347,267,0@ 1,9t8,841,000

8 Xobmobagu Thur Moyag Tempoan 3 641,574,0@ BER(EMEANG I 53 53.296012 6 1,536 0.042501 0.004250138 6 0.m417439 0.0o32698 3 0.057291 0.01t4582 22 0.05402484 0-016207 0.035186 467.148,000 1,108,722.0@

9 l(otamobagu Thur Mo'yagTod!lan 3 641,574,000 EERXEMBANG 1 52 52.37494 tl 1,65S 0.045794 0.004579413 12 0,01634877 0.0065395 2 0.051369 o.0102739 20 o.04434072 0.014502 0.035895 476,558,CXrc 1,118,142,0OO

10 foEmobagu Sel.tan Poy*a g6ar Salu 3 6.11,574,0o(1 MAJU 4 54 53.565185 4 3,799 0.105119 o.01051189a 74 0.t00817e 0.040327 0 0.010807 0.(x)21614 2l o.05122975 0.015359 0.068369 907,7l8,ltoo 1.549,29 2,(xr

11 Kotamobagu Selatan Poyowa geaar oua 3 641,574,000 MAJU 3 53 53.32401 5 2,522 0.072551 0.007255119 47 0.06403 27 0.025613r. 4 0.097705 0.0195411 2l 0.052 28406 0.015686 0.068096 904,Oa7,OOO 1,545,661,000

17 xotamobagu S€latan Tabang 3 641,574.0@ MA]U 7 55 54.77694 2 284,153,@O 3,045 0.084283 0.ma42a334 71 0.03r335rs 0.0125341 2 0.051369 0.0102739 26 0.06321473 0.018964 o.o50201 656,5@,@O r,596,227,fiX,

13 l(otamobagu Selatan Euntko 3 541,574,000 SERX'MBANG 1 53 52.763s19 7,60? 0.o4e66 0.004s6597 9 0.01226158 0.0049046 5 0.r07328 0.0214656 14 o.05885934 0.0176st 0.048475 643,584,W r,285,158,000

t4 (ffimobagu Selatan l(opendakan Satu 3 541,574,@O 4 52 52.426518 l0 4,107 0.113641 0.011364139 83 0.11307902 0.0452316 3 0.072095 0.0144189 31 0.075r5584 0.022547 0.093561 r,242,189,@O 1,883,763,000

l5 (damobagu Selatan Poy@a Xecil 3 641,574,mO MAJU 5 52 52.243206 l2 4,090 0.113171 o.0113171 105 o.1405177 o.o572201 6 0.12375 o.024752 21 0.05201916 0.015606 0.108896 1,445,775,W 2,Oa7,349,0(X)

TilI 9,46t 6r0,0q1 575,306,0m ,5,140.000 1.0(x, 10% 40% /r4.508 1.00o 20yn 4r,8.368 1.000 0.300 1,txro 7t,276,7!4,M) 23,31O610,000

Patu DEna Deia (da Xotamobag! 23,316.&0,m

Hasll Pcrhttunpn PaBU Dan. D6.
X& Xdamobatu

23.316,&,m

PaBU Alokari Desar Xota Xolamobagu 9,6,610,m

Pagu Alokasl (lnerja Xota Xdamotp8u 575,36.m

Hasil HitunBAlokasi (inerja (ota Xotamobagu s76,36,000

PaSu Alokasi Fomula Xota (otamobagu 13.276.714.m

Hasll HltungAlokasl Fomula Xolr Xotamobagu 71,276,t14,W

Jumlah Dea t5

,umlah D6a Pererlma A( 2

t&

2&

t Pe

rrt,59r,@

,aa,181,@

?D.t53,@

I {1,574,@

561,574,m

5 &!,576,@ *

Mengetahui,

Plt. Kepala Dinas
Pem M asyarakat Desa

Drs. USMAR MAMONTO
Nt P. J.9680506 1994A2 7 AO2

Kotamobagu, 20 Oktober 2020

Petugas Penghitung Dana Desa

Kepala Bidang PMD
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2. Penetapan Rlnclan Dana Desa Untuk Setlap Desa Dl Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2O2l

I[o, Kecamatan Nama Desa
Klaslfltasl
Desa IDM Nokasl Dasar Alokasi

Allrmasi Alokasi Formula Pagu Dana I)Gsa
Per-Desa

1 Kotamobagu Utara Bilalang Satu Maju 64r ,57 4,OOO 865,864,000 1,507,438,000
2 Kotamobagu Utara Bilalang Dua Maju 64t,574,OOO 288,153,000 947 ,9a4,OOO I ,9t7 ,7 t 7 ,OOO

3 Kotamobagu Utara Maju 815,327,000 1,456,901,000
Kotamobagu Utara Sia Maju 561,574,000 427,t86,OOO 988,760,000

5 Kotamobagu Utara Pontodon Timur Maju 561,574,000 672,4tt,OOO 1,233,985,000
6 Kotamobagu Timur Maju 64t,574,OOO 1,407,106,000 2,048,680,000
7 Kotamobagu Timur Kobo Kecil Maju 64r ,574,OOO t,347,267,OOO 1,988,84 1,000
8 Kotamobagu Timur Moyag Tampoan Berkembang 641 ,574,OOO 467 ,t4a,OOO 1,104,722,OOO

Kotamobagu Timur Moyag Todulan Berkembang 64t,574,OOO 476,564,OOO 1,118,142,000
10 Kotamobagu Selatan Poyowa Besar Satu Maju 64t ,574,OOO 1.,549,292,OOO
11 Kotamobagu Selatan Poyowa Besar Dua Maju 641,574,OOO 1,545,66r,O00
12 Kotamobagu Selatan Tabang Maju 641,574,OOO 288,153,000 666,s00,000 t,596,227,OOO
13 Kotamobagu Selatan Bungko Berkembang 64r ,574,OOO 643,584,0O0 1,285,158,000
l4 Kotamobagu Selatan Kopandakan Satu Maju 641 ,574,OOO 1 ,242,t89,OOO 1,883,763,000
15 Kotamobagu Selatan Poyowa Kecil Maju 64r ,574,OOO 1,445,775,OOO 2,OA7 349,OOO

TOTAL 9,463,61o,(xx) s76,306,OOO 13,276,71\OOO 23,316,630,OOO

NO PENGELOLA

1 SEKRETARIS DAERAH A..
2 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

I \
3 KEPALA BAGIAN HUKUM +rA
4 KEPALA BPKD

!|
(.1

5 PIt. KEPALA DINAS PMD hll

trIALIKOTA XOTAMOBAGU

TATONG BARA

(

Alokast KlnerJa

Pontodon 64r ,574,OOO
4

Moyag

9

907,7ra,ooo
904,087,000

PARAF
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LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR ; TAHUN 2021

TANGGAL : 2O2L

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN ANGGARAN 2021.

a. format daftar Rekening Kas Desa (RKDI.

DAFTAR REKENING KAS DESA KOTA.
T4.20..

.(13)
(14)
.(1s)
(16)

NO. KODE
DESA

NAMA
DESA

NPWP ALAMAT
KANTOR

DESA

KECAMATAN PROVINSI NAMA
BANK

NAMA
PEMILIK

REKENING

NOMOR
REKENING

DETIL
NAMA

CABANG
BANK

KODE
POS

1 ) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) t2l

{



Nomor Uraian

(1) Diisi nomor trrr.rt
(21 Diisi nornor kode desa
(3) Diisi narna desa
(41 Diisi Nomor Pokok Wqiib P{ak (NPWP) Desa

yang bersangkutan
(s) Diisi alarnat kantor desa
(6) Diisi n€urra kecarnatan wilayah desa tersebut

berada
(7t Diisi n€utaa provinsi wilayah desa tersebut

bera.da
(8) Diisi narna bank rekening kas desa tersebut
(e) Diisi rrarraa rekening kas desa tersebut

(10) Diisi nornor rekening kas desa tersebut
(1 1) Diisi detail narrra bank dan nanra

rekening kas desa tersebut berada
cabang

(t2l Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13) Diisi ternpat, tarrggal,

pernbuatan surat
bulan, tahun

(14) Diisi jabatan penanda tangan {Walikota)
(1s) Diisi tanda tangan (Walikota)
(16) Diisi n€u11a penanda tangan (Walikota)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

a

t
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b. format laporan realisasl penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

u

Nomor Uraian
Uraian
keluara

n

Volume
Keluaran

Cara
Pengadaan

Anggaran Realisasi Sisa o/o capaian
Keluaran

Tenaga
Kerja
orang

Durasi Upah KPM BLT Ket.
Rp. Rp. Rp. Hari Rp. KK Rp.

1 c 3 4 5 6 7 B=G7 9 10 11 12

1.

1.2.
1.2.1

2.
2.1

2.t.r
2.r.2
2.2.
2.2.1
2.2.2

PENDAPATAN
Pendnpatan Transfer
Dana Desa
- Tahap Pertama
- Tahap Kedua
Jumlah Pendapatan
Belanja Bantuan Ke Desa....
Bidang Penyelenggaraan
Pemerlntahan
Kegiatan...........
Dst..................
Bldalg Pembaaguran Desa
Kegiatan...........
Dst..................
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Nomor Uraian
Uraian

keluaran
Volume

Keluaran
Cara

Pengadaan
Angqaran Realisasi Sisa o/o capaian

Keluaran
Tenaga
Kerja

orang

Durasi Upah KPM BLT Ket.

Rp. Rp Rp Hari Rp KK Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8=67 9 10 11 12 13 14 15

2.9

2.3.t
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5.
2.5.1
2.5.2

3.1.2

Bidang Pemberdayaan
Masyaratat
Kegiatan...........
Dst..................
Bldang Pembinaan
Kemasyarakatatl
Kegiatan...........
Dst..................
Bidang TakTerduga
Kegiatan...........
Dst..
JUMLAH BELANJA
Penyertaan Modal Desa
- Modal awal

Pengembangan Usaha
- dst.....
JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMLAH
IPENDAPATAN-BELANJA-
PEMBIAYAANI

Rp.

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal,bulan, tahun
SANGADI.

I .) \
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

&l

Nomor Uraian
1 Kolom 1 diisi dengan Kade Rekening sesuai dengan APBDes
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pernbiayaan y€rng rnenggunakan Dana Desa
3 Kolom 3 diisi dengan uraian keltra-ra.n. Misal: Pernbangunan jalan

Kolom 4 diisi dengan jurnlah volurne kelrrararr yang terdirijrrrnlah dan satuan keluaran. Misal:
50O meter

5 Kolom 5 diisi dengan cara pengada.an. Misal: swakelola
6 Kolom 6 diisi dengan iumlah anggaran
7 Kolom 7 diisi denganjurnlah realisa.si
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara €rnggaran dan realisa-si
9 Kolom 9 diisi dengan persentase capai€ua keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan
penyelesaian fisik di lapangan dan foto

b. Kesiatan rron fisik dihitung dengan cara.:
Penyelesaian kertas ke4a,/ kerangka acuan kerja yang rrrenau.at la.tar belakang, tr4jua.n,
lokasi, target/ sa.sara,n, dan anggara.n, sebesar 3Oo/o;

Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirrnasi pengqia.r, sebesar
500/0,

- Kegiatan telah terlaksana., sebesar 8Oo/o; dan
- l,aporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar lOOo/o

(

4.
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Nomor Uralan

10. Kolom lO, 11, dan 12 dalarn rangka pelaksanaan program ca.shfor uork yang diisihanya
urltuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pernbangunan Desa..

11. Kolom 13 dan 14 diisi dalarn rangka pelaksanaan jaring pengarnanan sosial prograrn BLT kepada
keluarga penerirna manfaat yang diisi hanya kegiatan Dana Desa pada Bidang Penarlggulangan
Bencana

t2. Kolom 15 diisi dengan keterangan, missal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



c. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

\-

\-,

KOP SURAT...... (1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama (21

(3)Jabatan : Walikota.

Alamat

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN. ..........(5)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa

Alamat :..... ..........(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil

pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada

setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggar€rn (71

Tanggal....(8)

(e)

.....(10)

ateri Rp.10.000

stempel

\



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

\-

\-

Nomor Uraian

(1) Diisi narna pemberi kuasa

(2t. Diisi nama pemberi kuasa

(3). Diisi narna kaburpa.ten / kota pernberi kua-sa

(4). Diisi alarnat pemberi kuasa

(s). Diisi r:r.€ur1a KPPN wilayah kerja pernberi kr-ra.sa

(6). Diisi alarnat KPPN wilayah kerja pernberi
kua-sa-

(7t Diisi tahun anggar€rn berja.lan

(8). Diisi tempa.t, tanggal, bula.n, tahun
pernbuatan surat kuasa

(e) Diisi tanda tangan (Walikota)

(10). Diisi nama penanda tangan (Walikota) I
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d. format laporan konvergensl pencegahan sfimttng ttngkat
Desa

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN SIUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.OOO HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA
DESA

KECAMATAN :...
TAHUN:..

\,,

TABEL 1, JUMLAH SASARAN I.OOO HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23
BULAN)

Sasaran Jumlah
Total

Rumah
Tangga

1.000 HPK

Ibu Hamil Anak O-23 Bulan
Total Kek/Resti Total Gizi K:'tralrry/

Gizi Buruk/
Stunting

JUMLAH

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI
SruNTING)

Sasaran Jumlah
Total Anak
Usia 0-23

Bulan

Hijau
(Normal)

Kuning
(Resiko

Stunting)

Merah
(Terindikasi
Stunting)

TABEL 3. KELENGKAPAN KOI{VERGENSI PAKET LAYANAN
PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.OOO HPK

Sasaran Indikator Jumlah o/o

Ibu Hamil 1 Periksa 4 Kali Selama Kehamilan
2 Mendapat Dan Meminum PIL FE

Selama 90 Hari
3 Ibu Bersalin Mendapat Layanan

Pemeriksaan Nifas 3 Kali
MengKuti Konseling Gizi/Kelas Ibu
Minimal 4 Kait

5 Ibu Hamil (Kek/ Resti) Mendapat
Kunjungan Rumah Bulanan

6 Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki
Akses Air Minum Aman

7 Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki
Jamban Layak

8 Merniliki Jaminan Kesehatan

Anak Usia
0-23 bulan

(o-2
Tahun)

Anak usia <12 bulan mendapat
imunisasi dasar lengkap

2 ditimbang berat badan rutin setiap
bulan

3. Diukur Panjang/Tinggi Badan 2
KaIi Dalam Setahun

4 Orang Tua/ Pengasuh Mengikuti
Konseling Gizi Bulanan

Laki Total

5 Kujungan Rumah Bagi Anak Gizi
Buruk/ Kwang/ Stunting

6 Rumah Tangga Anak O-2 Th
Memiliki Akses Air Minum Aman

7 Rumah Tangga Anak 0-2 Th
Memiliki Jamban Layak \

\-

4.

l.



8. Anak O-2 Th Jarninan Kesehatan

9 Anak 0-2 Th Bulan Akta Lahir
10. Orang Tua / Pengasuh Mengikuti

Parenting Bulanan (PAUD)

Anak
>2-6

Tahun

1 Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam
Kegiatan PAUD Minimal 80%o

TAE}EL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No. Sasaran
Jumlah Indikator Tingkat

KonvergensiYang
Diterima

Seharusnya
Diterima

1 Ibu Hamil

2 Anak O-23 Bulan

Total Tingkat
Konvergensi

TABEL s.PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

No. Bidang/Kegiatan
Total

Alokasi
Dana

Kegiatan Khusus Pencegahan
Stunting

Alokasi
Dana

%o (Persen)

1 Bidang Pembangunan
Desa

2 Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Desa \.



e. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan

\-

\-

(KOP SURAT)...... 1

(2)

Kepada :

Yth, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa

di

Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR (3)

Kami bertanggungiawab penuh atas kebenaran substansi
data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan
KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data
dan dokumen yang disampaikan

(6)

.(71

(8)

Uraian Jumlah
Dokumen

Keterangan

1 Bersama ini disampaikan
dokumen persyaratan
penyaluran tahap .........(4).,
dengan rincian sebagai berikut

4.......
b.......

(s);

c.dst...

1 (satu)
berkas

Disertai kertas
ke{a

ftaorkslrcet)
Penghitungan
rincian Dana
Desa setiap

Desa dan
Daftar

Rekening Kas
Desa*)

2

*) khusus tahap 1

No.



PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PE NGANTAR PEI{YAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

L

Nomor Uraian

(1). Diisi kop surat desa tersebut

{2) Diisi tempa-t, tanggal, bulan,
pernbuatan sr.rrat

tahun

(3) Diisi nomor pernbuatan surat

(4). Diisi ta}ap penya.rtlpaian persyaratan
penyaluran

(s). Diisi dengan dokumen persyaratan
penyaluran sesural dengantahapannya

(6). Diisi jabatan penanda tangan (Wa.likota)

(71 Diisi tanda tangan (Wa.likota)

(8). Diisi raarna penanda tangan (Walikota) I



f. forrnat lembar konflrmasl penerimaan pen5raluran l)ana Desa

dl rekenlng kas desa

(KOP SURAT).... .. 1

Telah terima dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana
Desa TA. 2O2l
Kota .. . .......(1)

Dengan rincian

Dana tersebut diterima pada :

Nomor Rekening

Nama Rekening

Nama Bank

.(6)

17l

(8)

tanggal .........(e)
..(10)

......(1 1)

(t2l

TAHAP TANGGAL DI
TERIMA

JUMLAH TERBILANG
(dengan huruf)

(2t (3) (41 (s)

Rp.10.000

stempel

\,

{



PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PEI{YALURAN DANA DESA

DI REKENING KAS DESA

Nomor Uraian

(1) Diisi
dana

nam.a kota penenrna penyaluran
ha.sil pernotongan Dana Desa.

(2) Diisi tahapan penyaluran

(3) Diisi tanggal dana diterirna.

(4) Diisi jurnlah dana yang diterirna (dala.m angka)

(s) Diisi jurnlah dana yarag diterirna (dalam krrrr-f)

(6) Diisi nomor rekening penerirna dana

(71 Diisi narna rekening penerima dana

(8) Diisi narna bank penerirna dana

(e) Diisi ternpat, tanggal, bula.n, tahun

pernbtratan strrat

(10) Diisi jabatan penanda tangan (Sangadi)

(11) Diisi tanda tangan (Sangadi)

(t2l Diisi nama penanda tangan (Sangadi) {



g. format berita acara konflrmasi dan rekonsillasi slsa Dana Desa
dt RKD dan RI(IID.

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.2018

DI REKENING KAS DESA
Nomor : BAR-..... .......... I 2OXXI (1)

Pada hari
.. . .... .Tanggal.. .. . ....... Bulan.... .. ... .Tahun.

Petugas Rekon dari DPMD

Nama..............(7)
NIP.....

ln1

.............telah
diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif sisa Dana
Desa Tahun 2Ol5-2O18 antara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
Daerah dengan Desa/ Kecam atan........ . .. ..... .. (2)

Badan Pengelola Keuangan Daerah Dan Aset Daerah (BPKD) Kota
........... . . (3) menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif sisa
Dana Desa sejumlah Rp........... .........(41
beserta rinciannya dengan tanda tangan Sangadi dan cap stempel
basah dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Penyaluran
dari RKUD

Penggunaan
Dana Desa

Sisa Dana
Desa di

RKD

Sisa Dana
Desayang

dianggarkan
pada tahun
berikutnya

Sisa Dana
Desayang
disetor ke

RKUD

1 2 3 4 5 6

2015 Rp. Rp Rp. Rp. Rp.

20L6 Rp. Rp Rp. Rp. Rp.

20t7 Rp. Rp Rp Rp. Rp.

2018 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD Rp. Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan
menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana
Desa antara BPKD dengan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran
data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKD
sebagaimana tercantum dalam Berita Konfirmasi dan
Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi
pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan
yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.

(s)

Desa........ ......{21

.........(3)

Petugas Rekon BPKD

Nama......................(8)
NIP........

Nama.

\.,

(



Keterangan : Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi sisa Dana Desa

di RKD dan RKUD.

1. Nomor BAR disesuaikan untuk memperrnudah administrasi di

Pemerintah Daerah.

2. Nama Desa dan Kecamatan.

3. Nama Daerah Kota.

4. Kumulatif Sisa Dana Desa.

5. L,okasi dan Tanggal.

6. Nama Pejabat Sangadi dan Kecamatan.

7. Nama dan NIP Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa.

8. Nama dan NIP Pejabat Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah.

NO PEITGELOLA PARAF

1 Sekretaris Daerah u
2 Asisten

Pemerintahan
dan Kesra

Jn

3
Kepala Bagian
Hukum h

4 Kepala BPKD t
5

Plt. Kepala Dinas
PMD [n'o

WALIKOTA KOTAMOBAGU

BARA


